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ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Ahli Waris atas
Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Waris dalam Undang-undang No. 19 tahun
2002 tentang Hak Cipta, bertujuan untuk menjawab permasalahan, bagaimana
ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 mengenai hak ahli waris atas royalti hak cipta
lagu dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan Undang-undang
mengenai hak ahli waris atas royalti hak cipta lagu sebagai harta waris.

Berkenaan dengan itu, maka penelitian ini menggunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif yang operasionalnya dimulai dari
pemaparan tentang konsep kewarisan dan kepemilikan menurut hukum Islam,
kemudian dikemukakan data tentang hak atas kekayaan intelektual serta hak cipta
lagu dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Selanjutnya dengan konsep waris
menurut Islam digunakan untuk menganalisis royalti atas hak cipta lagu sebagai
harta waris menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hak cipta merupakan hak
yang bersifat khusus yang diberikan undang-undang kepada pencipta dan merupakan
benda bergerak. Sebagai harta bergerak, hak cipta dapat diperalihkan kepada orang
lain, baik seluruhnya maupun sebagian. Hal ini sesuai dengan pasal 3 dan 4 Undang-
undang No. 19 Tahun 2002. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa hak cipta dapat beralih
atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat,
perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan. Menurut hukum Islam royalti yang didapatkan dari penggunaan hak cipta
oleh orang lain ini dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak cipta tersebut karena
termasuk at-tirkah atau harta peninggalan pewaris.

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu perlu diadakannya sosialisasi
tentang pentingnya hak cipta atas lagu dengan mendaftarkan hasil karya cipta / lagu
ciptaan dari pencipta lagu untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum,
sehingga jika lagunya digunakan oleh pihak lain maka pemilik hak cipta akan
mendapatkan royalti, juga bagi masyarakat umum yang mempunyai karya sendiri,
yang masih belum didaftarkan maka diharapkan untuk segera didaftarkan untuk
menghidari terjadinya sengketa dikemudian hari.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak zaman sebelum Islam datang, kebiasaan saling mewarisi harta
peninggalan dari si mayat kepada ahli waris yang masih hidup sudah terlaksana.
Ketika Islam tumbuh dan berkembang kebiasaan tersebut masih terus berlanjut
dengan sekian modifikasi di dalamnya. Praktek yang tidak sesuai dengan ajaran
dan moral Islam dihapuskan dan diganti dengan aturan yang ditetapkan oleh
Allah SWT sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an.

Hukum kewarisan menempati tempat sangat penting dalam perkembangan
sejarah hukum Islam. Karenanya, para fugaha dan mufasir banyak
memperbincangkan masalah tersebut, mulai dari masa klasik sampai sekarang.
Bahkan para fugaha menjadikan hukum tersebut sebagai salah satu cabang ilmu
tersendiri yang disebut dengan ilmu "waris” atau ilmu faraid.’

Masalah kewarisan ini menyangkut tiga unsur yang berhubungan dengan
rukun dan syarat,?> yakni: pertama, harta warisan (maurus), bagaimana wujud
harta benda yang beralih dipengaruhi oleh sifat kekeluargaan dimana pewaris dan
ahli waris berada. Kedua, pewaris (muwam'é'), bagaimana hubungan pewaris

dengan harta bendanya dipengaruhi oleh sistem, sifat dan lingkungan

! Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan FE UIL, 1990), h. 7.
2 Abdul Azis Dahlan, dkk., Ensikiopedi Hukum Islam, cet. ke-5, jld. I, (Jakarta: PT. Ichtiar Batu Van
Hoeve, 2001), h. 308-309.



kekeluargaan dimana pewaris berada. Ketiga, ahli waris, bagaimana dan sejauh
mana ada ikatan kekerabatan antara pewaris dan ahli waris.

Pada Pasal 171 point (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta
peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta
benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari
kemampuan intelektual manusia, yang menggunakan cipta, rasa, dan karsa untuk
melakukan sebuah karya-karya baru, baik di bidang teknologi, ilmu pengetahuan,
seni dan sastra. temuan tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan
intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran. Hal inilah yang
membedakan .kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lainnya yang juga dapat
dimiliki oleh manusia, tetapi tidak dihasilkan oleh intelektual manusia.

Selain dari itu hak milik intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang
sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud, berupa kekayaan atau
kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain
industri dan lain sebagainya. Seperti hak kebendaan lain, hak milik intelektual
dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya pada siapa
pun.

Sri Redjeki Hartono juga mengemukakan bahwa hak kekayaan intelektual
pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa,

karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-



undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan
prosedur dan syarat- syarat yang harus dipenuhi?

Oleh karena itu apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya itu
mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti
prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara prosedur yang dilakukan disini
adalah pendaftaran hak kekayaan intelektual di tempat yang telah ditentukan oleh
undang-undang. Perlunya melakukan pendaftaran tersebut mengingat, di era
globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas
antar neg;\ra, sehingga tidaklah mengherankan apabila hak kekayaan intelektual
merupakan salah satu obyek bisnis yang cukup diminati oleh seluruh pelaku
bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan ketimbang harus
memulai dari nol.*

Dalam era perdagangan sekarang ini, hendaknya hak kekayaan intelektual
terutama hak cipta harus segera didaftarkan, agar setiap pencipta, penemu atau
pelaku ekonomi tidak akan mudah dijatuhkan oleh pihak lain.

Pada umumnya hak kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 golongan yaitu:
1. Hak Cipta (Copyrights)

2. Hak Kekayaan Industri (ndustrial Property) yang terdiri dari;

a. Paten

3 Sri Redjeki Hartono, Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual, (Yogyakarta: Genta
Press, 1993), 2

4 Sentosa Sembiring, , Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak
Cipta Paten dan Merek, (Bandung; CV Irama Widya, 2002), 13-14



b. Merek

c. Hak Produksi industri

d. Penanggulangan praktek persaingan curang (Repression of unfair
competition practices) 3

Hak cipta yang merupakan cabang dari HaKI adalah merupakan hak untuk
mencipta atau hak yang berhubungan dengan pencipta.

Dalam pengaturannya hak cipta telah melalui beberapa kali perubahan,
Yyaitu mengenai peraturan-peraturan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (Aufeurswet dalam Stb. No. 600 Tahun 1912 tentang Hak Cipta)
dicabut melalui Undang-undang No. 6 Tahun 1982 kemudian secara berturut-
turut direvisi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 dan Undang-Undang
No. 19 Tahun 2002.”

Selanjutnya hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak
kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia, meliputi
karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya
seperti ini penting dibedakan dengan karya-karya yang lainnya. Jadi dengan
demikian intellectual property berbeda dengan real property . Selain dari karya
tersebut yang mengorbankan waktu, tenaga, juga mengorbankan biaya yang tidak

sedikit. Hal inilah scbagai salah satu pendukung bahwa karya-karya ini tidak

Damlan, Eddy, Hulam) Hak Cipta, (Bandung: PT Alumni, 1999), 23
Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT Alumni, 2002), 6
7 OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayasn Intelektuval, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 2



ternilai harganya. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat
dinikmati, maka nilai ckonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan
(Property), tethadap karya-karya intelektual yang ada. Bagi dunia usaha karya-
karya tersebut dianggap sebagai aset perusahaan. Oleh karenanya kekayaan
intelektual menjadi hak penemu, baik perusahaan maupun perorangan asalkan
sudah didaftarkan pada instansi yang berwenang.?

Selain itu Ida Medicha mengatakan perkataan Property tidak boleh diberi
makna dengan satu pendekatan saja, kafena makna yang terkandung didalamnya
sangat banyak, seperti yang telah disebutkan oleh para sarjana dalam bidang hak
kekayaan intelektual, antara lain:

1. Sesuatu yang boleh dimiliki
2. Hak milik
3. Sesuatu yang mempunyai nilai komersial.

Pertama, sesuatu yang bolech dimiliki, yang bermakna apa saja boleh
seseorang untuk memilikinya, Bentham mengemukakan bahwa Property dianggap
sebagai satu harapan yang nantinya mengeluarkan atau menerbitkan sebuah
keuntungan-keuntungan tertentu daripada barang yang dimiliki. Sedangkan ada
yang mengatakan bahwa Property ialah sesuatu yang khusus yang dimiliki secara

eksklusif kepada seseorang, yang pada akhimya bisa dialihkan atau dipindah

¥ Djumhana, Hak Milik intelektus! Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: PT Citra
- Aditya Bakti, 1993), 18



tangankan.9

Kedua, Property ialah hak milik atas suatu barang, menurut Salmond harta
atau Property membawa arti, (1) semua hak yang sah dimata undang-undang, (2)
semua hak kepemilikan, (3) hak milik atas barang material hak milik secara
umum bisa digambarkan pada setiap yang kita miliki, sedangkan hak milik secara
khusus memiliki maksud hanya dapat dimiliki oleh orang tertentu dan dapat
dialihkan melalui prosedur peraturan perundang-undangan.

Ketiga, sesuatu yang punya nilai komersial, yang memiliki maksud bahwa
segala hak yang ada terutama hak khusus yang sudah dimiliki oleh orang tertentu
dapat dijadikan sebagai nilai tambah dalam hal material, dan apabila diambil oleh
orang lain dengan jalan tanpa hak akan bisa mengakibatkan sebuah kerugian,
tetapi hak tersebut juga bisa digunakan oleh pihak ketiga untuk mengambil
keuntungan dengan sebuah persetujuan dengan member ikan lisensi yang pada
akhirnya berujung kepada peneﬁmaén kompensasi dalam bentuk royalti.lo

Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta tidak
lebih dari sekedar anugerah Allah SWT, yang dititipkan kepada manusia. Berbeda
halnya dengan pemahaman kapitalis dan aliran lainnya yang memandang harta
sebagai tujuan dari hidup, sehingga masa hidupnya hanya untuk harta.

Harta dari segi bahasa adalah setiap barang atau segala sesuatu yang benar-

benar dimiliki, diawasi dan dimanfaatkan (hiyazah) oleh seseorang baik harta itu

% Osborn s. Concise Law Dictionary , (London: Sweet and Maxweel, 1993), 266
' Sinha, Legal Dictionary, (Kuala Lumpur: International Law Book Service, 1996), 165



yang berwujud dan mengandung manfaat. Sebagai contoh emas, perak dan dalam
segi manfaat seperti memakai dan mendiami rumah hal ini tidak berlaku bagi
barang yang tidak diawasi oleh manusia seperti contoh burung yang terbang dan
sebagainya.“

Sedangkan harta dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa
harta adalah barang atau uang yang menjadi kekayaan barang milik seseorang,
baik kekayaan berwujud atau tidak berwujud dan bernilai dan menurut hukum
dimiliki oleh seseorang.

Dalam bahasa Arab harta disebut a/-mal yang artinya segala sesuatu yang
dimiliki manusia dari pakaian, perhiasan, dan kekayaan. Para ahli mendefinisikan
bahwa harta adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan oleh
manusia dalam bentuk tertentu sebagaimana yang telah berjalan di masyarakat.

Selanjutnya menurut ulama bahasa Ibn Manzur mendefinisikan harta
sebagai sesuatu yang dikenali, dan apa yang kamu miliki dari keseluruhan benda.
Dalam a/-Qamus al-Muhit juga dikatakan bahwa harta adalah apa yang kamu
miliki dari semua benda.'? Berdasarkan perkataan Ibn Manzur bahwa harta itu
dikenali di kalangan orang-orang Arab. Hal ini menunjukkan bahwa perkataan
harta merujuk pada kebiasaan orang Arab.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian

dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Ahli Waris atas Royalti Hak

" Wahbah Zuhaylii, Figh dan Perundangan Islam, jil. 4, (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), 41
2 Fayruz Abadi, a/-Qamiss al-Muhit , (Beirut: Dar Thya al-Turas al-*Arabi, 1991/1412H, jil.4), 70
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C. Rumusan Masalah
Dari batasan masalah yang telah dikemukakan, maka pokok masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana ketentuan UU No. 19 tahun 2002 mengenai hak ahli waris atas
royalti hak cipta lagu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan UU No. 19 tahun 2002

mengenai hak ahli waris atas royalti hak cipta lagu sebagai harta waris?

D. Tinjauan Pustaka

Persoalan hak cipta merupakan hal yang sudah lama dibicarakan, akan
tetapi kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta masih kurang. Hal ini
dikarenakan masih kurangnya sosialisasi tentang hak cipta atas suatu karya.

Ada beberapa tulisan yang membahas tentang hak cipta dalam bentuk
buku, antara lain yang ditulis oleh Endang Purwaningsih, dengan judul
Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum terhadap Hak
Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten. Selain itu ada
juga buku dengan judul Hukum Hak Ciptayang ditulis oleh Eddy Damian.

Sedangkan karya tulis yang membahas tentang hak cipta dalam bentuk
skripsi masih belum banyak yang membahas. Antara lain skripsi dengan judul
“Studi Komparatif Antara Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Pemikiran Imam
Syafi’i Tentang Status Hak Cipta Sebagai Harta” yang ditulis oleh Iis

Halimanangsih. dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan tentang status hak
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cipta sebagai harta, kemudian mengkomparasikan pemikiran imam Abu Hanifah
dan imam Syafi’i tentang status hak cipta sebagai harta.

Kemudian skripsi yang membahas tentang royalti atas hak cipta antara lain
ditulis oleh Siti Aisyah dengan judul “7injavan Hukum Islam Terhadap Royalti
Atas Hak Cipta Buku Sebagai Jaminan Hutang”. Pada skripsi tersebut penulis
melakukan analisis terhadap royalti hak cipta atas buku yang dijadikan sebagai
jaminan hutang.

Dengan demikian skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Hak Ahli Waris atas Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Waris dalam
Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta” belum ada yang
membahas. Pada penelitian ini akan difokuskan kepada pembahasan tentang
ketentuan Undang-undang no. 19 tahun 2002 mengenai hak ahli waris serta
analisis hukum Islam terhadap hak ahli waris atas royalti hak cipta lagu sebagai

harta waris yang tercantum dalam Undang-undang hak cipta.

. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

I. Untuk mengetahui ketentuan Undang-undang no. 19 tahun 2002 mengenai
hak ahli waris atas royalti hak cipta lagu sebagai harta waris.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan undang-undang
no. 19 tahun 2002 mengenai hak ahli waris atas royalti hak cipta lagu sebagai

harta waris.
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Adapun definisi dari judul tersebut adalah:

Hukum Islam

Ahli waris

Royalti hak cipta lagu

Harta waris

Undang-Undang Hak Cipta :

: Peraturan-peraturan yang didasarkan pada al-

Qur'an dan hadits serta pendapat fuqaha yang‘

berkenaan dengan hak waris dan harta waris.

:Orang yang saat pewaris meninggal dunia

mempunyai hubungan darah atau hubungan
perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan

tidak terhalang karena hukum atau menjadi ahli

waris."

: Uang jasa atau kompensasi yang dibayarkan oleh

orang (perusahaan) atas cipta lagu yang

diproduksinya atas kepemilikan cipta lagu.

: Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama
sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan
jenazah (Zgjhiz), pembayaran hutan dan pemberian
untuk kerabat.'*

Peraturan perundang-undangan yang :inengatur
tentang hak cipta. Dalam penelitian ini yang

dimaksud dengan undang-undang hak cipta adalah

* Pasal 171 point (c) Kompilasi Hukum Islam
' Pasal 171 point (¢) Kompilasi Hukum Islam
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang

Hak Cipta.

H. Metode Penelitian
Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, ada beberapa
tahap yaitu:
1. Data yang dikumpulkan.
Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya,
maka data yang dihimpun meliputi:
a. Data yang berkenaan dengan harta waris menurut hukum Islam.
b. Data yang berkenaan dengan pemahaman, pendapat, atau penafsiran
terhadap royalti hak cipta lagu.
c. Data yang berkenaan dengan harta waris menurut undang-undang hak
cipta.
2. Sumber Data
Sesuai dengan jenis penelitian ini, penulis berusaha semaksimal
mungkin untuk mencari sumber-sumber data dengan mengkaji dan menelaah
buku-buku yang menjelaskan tentang hak cipta, harta waris menurut undang-
undang hak cipta. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam

penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
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a. Sumber primer
Merupakan sumber yang bersifat utama dan penting yang
memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan
dan berkaitan dengan penelitian.”> Sumber primer dalam penelitian ini
yaitu:
1) Undang-undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta,
2) Sayyid Sabiq, 1986, Figih Sunnah, Bandung: al-Ma’arif
3) Buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang dimuat dari beberapa media
mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
b. Sumber sekunder
Merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang dalam
melengkapi serta menjelaskan sumber data primer, antara lain;
1) Eddy Damian, 1999, Hukum Hak Cipta, Bandung: PT Alumni
2) OK Saidin, 2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
3) Wahbah Zuhayli, 1986, al-Figh al-Islam wa Adillatuby, jil.1,
Damaskus: Dar al-Fikr
4) Tengku M. Hasbi ash-Shiddieqy, 2001, Pengantar Figh Muamalah,

cet.4, Semarang: Pustaka Rizki Putra

'* Bambang Sungono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),
116



15

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar
untuk memperoleh data yang diperlukan.'$ Adapun teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu cara
mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip
termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan
lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.!”

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-
undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan buku-buku juga tulisan-
tulisan lain yang dimuat dari beberapa media mengenai Hak Atas Kekayaén
Intelektual (HaKI) serta literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Analisis Data

Jika data telah terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola berpikir
deduktif yang operasionalnya dimulai dari pemaparan tentang konsep
kewarisan dan kepemilikan menurut hukum Islam, kemudian dikemukakan
data tentang hak atas kekayaan intelektual serta hak cipta lagu dalam
undang-undang hak cipta. Selanjutnya dengan konsep waris menurut Islam
digunakan untuk menganalisis royalti atas hak cipta lagu sebagai harta waris

menurut undang-undang hak cipta.

' Moh Nazir., Metode Penclitian, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), 211
Y Ibid, 181
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Sistematika pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan
sebuah karya tulis yang komprhensip maka dalam penyusunan skripsi ini,
peneliti akan menyusunnya dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah
yang menjadi alasan mengapa kajian ini penyusun angkat sebagai topik kajian,
rumusan masalah, ‘kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua membahas tentang konsep kewarisan dan kepemilikan
menurut hukum Islam yang berisi tentang pengertian waris, dasar hukum waris,
syarat rukun waris serta konsep kepemilikan dalam Islam.

Kemudian pada bab ketiga ini membahas tentang hak atas kekayaan
intelektual, hak cipta dan royalti hak cipta lagu sebagai harta waris menurut
undang-undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta.

Bab keempat, penyusun berusaha menganalisis tentang hak ahli waris atas
royalti hak cipta lagu sebagai harta waris dalam undang-undang no. 19 tahun
2002 tentang hak cipta dalam pandangan hukum Islam.

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari

pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KONSEP KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu isim masdar dari £/ madi;

warf$a-yarisu-warian yang mempunyai arti: «ly Je; OW Jlo JUs yaitu:

berpindahnya harta seseorang (fulan) setelah wafatnya (meninggal dunia), atau
Irfan/turas, yang berarti mempusakai. Waris juga dapat diartikan “mewaris”.!

Ditinjau dari segi bahasa, pengertian a/-miras adalah perpindahan sesuatu
dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.
Dengan demikian, obyek kewarisan sangat luas tidak hanya terbatas pada harta
benda melainkan bisa juga berupa ilmu, kebesaran kemulian, dan sebagainya.

Sedangkan ditinjau dari segi istilah ilmu faraid, pengertian a/-miras adalah
perpindahan hak pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli
warisnya yang masih hidup, baik pemilikan tersebut berupa harta, tanah, maupun
hak-hak lain yang sah.?

Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal

dengan istilah faraid Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya Figih Mawaris

! Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia, (Yogyakarta: Unit Pengadaan
Buku-buku Ilmiah keagamasn Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 1655

2 Muhammad Ali Al-Sabouni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta Gema Insani Press.2001), h.
41

17
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mendefinisikan ilmu faraid yaitu “Z/mu untuk mengetahui orang yang berhak
menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang
diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya”

Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang
telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini
disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa
istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: faraid, Miras, Figh
Mawaris dan Hukm al-Waris?

Kata yang lazim dipakai adalah faraid Lafaz faraid merupakan jama’
(plural) dari lafaz faridah yang mengandung arti maffudah, yang sama artinya
dengan muqaddarah yaitu: suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di
dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Qur’an, lebih banyak
terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan.
Oleh karena itu, hukum ini dinamakan faraid. Dengan demikian penyebutan
faraid didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Figh al-Sunnah menjelaskan bahwa

sinonim kata waris adalah faraid, Pengertiannya adalah:
AN pley Sl e U ol oy &l Saall a4 g3 oA
Artinya: "Fard menurut syara’ adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli

waris, ilmu yang membahas masalah itu disebut ilmu waris atau ilmu
faraid. ”*

3 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Is/am, (Yakarta: Kencana, cet. I, 2004),h. 5
4 Sayyid Sabiq, Figh Sunnab, jil. 14 (Bandung: al-Ma’arif, 1986), h. 602
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Muhammad al-Syarbiny mendefinisikan ilmu faraid sebagai berikut:

1 W

-, P P P P ° e 2 Pl 0w ° !’ . ° ° P
g Y RO S A I B T AN I A BT
u>6°:},§34—f;“u‘w‘)‘

Artinya ; “ilmu figh yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang
cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut,
dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta
peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris). "

Arti miras menurut bahasa adalah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada
orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. ¢ Sesuatu itu lebih umum
daripada harta, meliputi: ilmu, kemulyaan dan sebagainya. Sedangkan pengertian
menurut istilah adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada
para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta
bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara’.’”

Adapun penggunaan kata mawaris lebih melihat kepada yang menjadi
obyek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih
hidup. Sebab, kata mawaris merupakan bentuk jama’ (plural) dari kata miwras
yang berarti maurus, harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata waris
yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima
harta warisan itu, karena kata waris artinya adalah orang pewaris (orang yang

menerima harta waris).

*Fatchur Rehman, lImu Waris, (Bandung: al-Ma’arif| 1994), h. 32

¢ Muhammad Ali as Shabuni, Hukum Waris dalam Syariat Islam, (Bandung: Diponegoro, 1995), h.
40-41

7 Ibid.
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Dalam literatur hukum di Indonesia, digunakan pula beberapa nama yang
keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu: waris, warisan, pusaka dan
hukum kewarisan.®

Menurut pendapat M. Idris Ramulyo, terpapar dalam bukunya yang
berjudul Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, pengertian hukum kewarisan
adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris
yang berhak mewarisi harta peninggalan dari si meninggal dunia, bagaimana
kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan
sempurna.’®

Sedangkan definisi hukum kewarisan yang terdapat dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal 171 huruf a sebagai berikut:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan

hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan

siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya

masing-masing. '

Dari definisi-definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa
waris adalah pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal
dunia kepada ahli warisnya, baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak

atau tidak bergerak maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan.

§ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Is/am, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2004) h. 5-6

% Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Is/am, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h.108

10 Departmen Agama RI. Bahsn Peayuluhan Hukum, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pelayanan
Aparatur Hukum Pusat, 2004), h. 201
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B. Dasar Hukum Waris
Hukum kewarisan Islam berdasarkan pada al-Qur’an, al-hadis, dan ijma’
atau ijtihad. Dari semua dasar hukum yang ada, al-Qur’an adalah sumber hukum
yang paling utama karena diturunkan langsung oleh Allah untuk manusia, serta
masalah ‘waris yang terdapat dalam al-Qur’an telah diuraikan secara khusus,
jelas, tegas, dan terperinci.
Ayat-ayat kewarisan di dalam al-Qur'an diantaranya adalah'":

1. Al-Qur’an Surat An-Nisa‘ Ayat 11
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Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan; dan Jika anak itu semuvanya
perempuan lebih dari dua, Maka bagi mercka dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia
memperoleh separo harta. dan untuk duwa orang ibu-bapa, bagi
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang Yang meninggal
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),
Maka ibunya mendspat sepertiga; Jika yang meninggal itu
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenarm,
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)
orang tusmu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini

" Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam Dy Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 4-5
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adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahur lagi Maha Bijaksana.

2. Al-Qur’an Surat An-Nisa‘ Ayat 12:
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Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-
Isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat
dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang
mercka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu
tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para
Isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dam) sesudah
dibayar hutang-hutangmu. jika sescorang mati, baik laki-laki
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu ssja), Maka
bagi masing-masing dari keduva jenis saudara itu seperenam harta.
tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka
mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi
wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya
dengan tidak memberi mudharat (kepada shli waris). (Allah
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'st yang benar-benar
dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

3. Al-Qur’an Surat An-Nisa* Ayat 176 :
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Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): Jika
seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan
mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang
perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara
perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli
waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang
saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu,
supaya kamu tidak sesal. dan Allah Maha mengetahui segala
sesuatu.

Ayat-ayat tentang kewarisan tersebut di atas merupakan ketentuan Allah
secara umum (Am) menyangkut siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris
berdasarkan hubungan kekerabatan seperti ayah, ibu, anak, dan saudara, ataupun
karena hubungan perkawinan (suami/isteri). Selain dari pada itu juga
menentukan tentang berapa besar bagian masing-masing ahli waris dan langkah
apa saja yang dilakukau sebelum menentukan harta peninggalan pewaris baru
dikatakan secbagai harta warisan (terlebih dahulu menyelesaikan wasiat pewaris
dan membayarkan utang pewaris).

Selain al-Qur'an tersebut ada juga hadis Nabi Muhammad Saw yang
diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang secara langsung mengatur kewarisan adalah

sebagai berikut:
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Artinya: “dari Abdullah bin Abbas ra. Diriwayatkan dari nabi Mubammad Saw.
Bersabda: berikanlah Faraid (bagian-bagian Yang ditentukan) itu
kepada yang berhak dan selebihinya berikanlah untuk laki-laki Yyang

terdekat. ™
Ijma’ dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid
kenamaan mempunyai peranan yang besar tethadap pemecahan-pemecahan
masalah waris yang belum dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-hadi$, seperti
pembagian mugasamah (bagi sama) dalam masalah al-jaddu wa al-ikhwah (kakek
yang bersamaan dengan saudara-saudara), pembagian kepada cucu yang ayahnya
lebih dulu meninggal dunia dalam masalah wasiat wajibah, pengurangan dan
penambahan bagian para ahli waris dalam masalah ’su/ dan rad, pembagian
Sulvsul (seperti sisa) bagi ibu jika hanya bersama bapak dan suami atau isteri

dalam masalah garrawain, dan lain sebagainya.

C. Syarat dan Rukun Waris
Pembagian harta waris terjadi dikarenakan tiga rukun (unsur).
1. Al-wari$ atau ahli waris yaitu orang yang dihubungkan atau mempunyai
hubungan dengan si mati dengan salah satu sebab pewarisan. Dan orang yang
berhak menerima harta warisan itu adalah orang yang mempunyai hubungan

kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal.

"2 Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahil al-Bukhari, juz 4, (Beirut: Darul
Ma'rifat, tt), h. 181
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Disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka baru

berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya syarat sebagai

berikut:

a.

Ahli waris tersebut telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya
pewaris.
Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima
warisan.
Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih
dekat "

Dalam ketentuan hukum waris Islam, hubungan tersebut yang menjadi

penyebab seseorang mendapatkan harta waris atau biasa disebut ahli waris,

hubungan ini dapat diklasifikasikan'* sebagai berikut:

a.

Karena hubungan perkawinan atau a/-musaharal seseorang dapat
memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan perkawinan yang
dilakukan secara sah (menurut hukum masing-masing agamanya) dengan
yang meninggal dunia, maka bagi perkawinan yang bati/ dan fasid (rusak
karena tidak memenuhi ketentuan hukum Islam) tidak ada ketentuan
untuk mendapatkan warisan, dan dalam perkawinan tersebut belum

terjadi perceraian sampai ada salah satunya yang meninggal, atau

B jbid h. 211

4 Suhrawardi K Lubis, Hukum Waris Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 52-53
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kalaupun ada perceraian maka masih dalam keadaan fa/ak ruju’ dan pada
saat si wanita masih dalam masa tunggu atau jiddah.
Misalnya: suami atau istri terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 12
sof . zrz}.e_-”z
r.g?-‘ 9 _)‘ JT Lo a.A-—ﬁ-: ("Q 9

Artinya; “dan bagimu seperdva dari harta yang ditinggalkan dari harta
oleh isteri-isterimu’"’

. Karena hubungan kekerabatan atau al-garabah: seseorang dapat

memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubuﬁgan silaturrahmi atau
hubungan kerabat dengan yang meninggal dunia. Adanya hubungan
kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan

dengan adanya kelahiran. Seperti terdapat dalam surat al-Anfal ayat 75
;.L’a " Ji, dn o) 4l O b gt S v ool iy

Artinya: “orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu
sebagiannya lebili berhak terhadap sesamamu daripada yang
bukan kerabat di dalam Kitab Allah.”™°

Pada ketentuan jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab
mewarisi terbatas pada laki-laki yang dewasa, setelah Islam datang maka
ketentuan terscbut diperbaharui dan direvisi schingga laki-laki,
perempuan, termasuk anak-anak atau bahkan bayi dalam kandungan

diberi hak untuk mewarisi, berdasarkan hadis nabi Muhammad Saw:

** Departemen Agama RI, A/-Qur'an al-Karim dan Tejemahannys, (Semarang, Toha Putra, 1995) h.

80

16 Ibid, h. 187
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Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah r.a. dari Rasulullah Saw bersabda:

apabila bayi baru lahir itu menangis maka ia memperoleh
harta pusaka “(H.R. Abu Daud Shoheh Tbnu Majah).!”

Laki-laki, perempuan, anak-anak serta bayi dalam kandungan
diberi hak wuntuk mewarisi selama hubungan kekerabatan
memperbolehkan dan tidak ada kerabat atau sesuatu yang menghalangi.
Misalnya: anak, ibu, bapak, saudara, kakek, nenek, cucu, dan lain-lain.

c. Karena sebab-sebab al-wala’ atau kerabat hukmiyah (ditetapkan kerabat
oleh hukum Islam): hubungan kewarisan akibat seseorang pernah
memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong.
Al-wala’ yang pertama disebut wala’ al-‘atagah atau ‘usubah sababiyah,
orang yang memerdekakan hamba sahaya jika laki-laki disebut mu’tig
dan jika perempuan disebut mu’tigah. Yang kedua disebut wala’ al-
muwalah, yaitu wala’ yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk
saling tolong menolong dengan orang lain melalui perjanjian perwalian,
wali penolong disebut maula dan orang yang ditolong disebut dengan
mawali. Dalam hal ini diperbolehkan laki-laki maupun perempuan'®

Rasulullah Saw bersabda:

7 Ibnu Majah, Sunan Ibou Majah, Juz. 11, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 919
1® Fathur Rshman, ZImu Waris, (Bandung: PT Al- Ma’arif, 1975), h. 121-123
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TS SA P R

Artinya: “hak wala’ itv hanya bagi orang yang telah membebaskan
budak(nya)”(H.R. Bukhari)"

d. Karena sesama Islam: seorang muslim yang meninggal dunia dan tidak
mempunyai keturunan atau ahli waris sama sekali, maka harta
warisannya diserahkan kepada Baitul Mzl dan lebih lanjut akan
dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

2. Al-muwarris (orang yang mewariskan harta), yaitu orang yang telah
meninggal dunia. Meninggalnya muwarris ada 3:%°

a. Mati hakiki (sejati)

Mati hakiki adalah kematian (muwaris) yang telah diyakini tanpa
membutuhkan keputusan hakim. Misalnya kematian tersebut disaksikan
oleh orang banyak dengan panca indera, atau kematian yang bisa
dibuktikan dengan alat bukti.

b. Mati fukmi (yuridis)

Mati hukmi adalah kematian atas dasar keputusan hakim. Secara
yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih
hidup. Misalnya terhadap orang mafgud, yaitu yang hilang tanpa

diketahui dimana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu

** Imam Abi Abdillsh Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahil al-Bukhari, juz 4, (Beirut: Darul
Ma’rifat, tt), h. 167

» Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1999), h. 8.
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beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu,
hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia.
c. Mati fagdiri (menurut dugaan)
Mati tagdiri adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras.
Misalnya seorang Ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa
minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut
dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap Ibunya.
3. Almaurus atau disebut juga dengan warisan yaitu harta peninggalan atau
hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris, setelah dikurangi biaya

perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.2!

Ketiga rukun tersebut harus ada dalam setiap pewarisan, dengan kata lain

pewarisan tidak mungkin terjadi jika salah satu di antara ketiga rukun tidak ada.

D. Sistem Kewarisan
Sistem kewarisan dalam hukum kewarisan Islam terbagi menjadi 2 sebagai
berikut:
1. Sistem Jjbari
Yang dimaksud dengan jjbar7 adalah bahwa peralihan harta seseorang
yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, berlaku dengan

sendirinya.?

2 Abdul Azis Dahlan, dkk., Ensiklopedi Islam, cet. 3, jil. 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994),
h.191
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Dalam Hukum Kewarisan Islam, dijalankannya sistem Jjbari ini berarti,
peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli
warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa
bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.23

Pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang
akan mendapatkan harta yang ditinggalkannya itu, karena semuanya telah
ditentukan secara pasti oleh Allah. Kebebasannya untuk bertindak atas harta
itu terbatas pada jumlah sepertiga hartanya itu.

Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal
penggunaan hartanya menjelang kematianya adalah untuk menjaga hak ahli
waris. Tidak berhaknya pewaris untuk menentukan yang menerima hartanya
ialah untuk tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah
ditentukan oleh Allah2*

Sistem Jkhtiyari

Sistem ikhtiyari adalah peralihan harta berlangsung tidak dengan
sendirinya, melainkan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh ahli waris
untuk mendapatkan kepastian atas berlihnya hak dari pewaris kepada ahli

warisnya.”

2 Amir Syarifuddin, Pelaksanasn Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta:
Gunung Agung, 1984), h. 18

B Ibid

2 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, cet. I, 2004), h. 204
B http://www.slideshare.net/lulonaanpresentasi—ﬁqh—siyasah-8, diakses pada tanggal 6 September

2010
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Misalnya hak cipta atas suatu karya, maka ahli warisnya dapat
melakukan upaya hukum untuk mengurus pemindahan hak dari pemegang
hak cipta tersebut kepada ahli warisnya yang telah diatur dalam pasal 41
huruf (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 yang berbunyi: “Pemindahan
hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar
dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar

itu dipindahkan haknya kepada penerima hak”.

E. Kepemilikan Dalam Islam
1. Definisi Kepemilikan
Kepemilikan dalam syariat Islam adalah kepemilikan terhadap sesuatu
sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak dari

apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum.2®

berbeda dengan apa yang ada pada paham-paham lainnya. Seperti halnya
aliran kapitalis yang memandang makna kepemilikan sebagai kekuasaan
seseorang yang tak terbatas terhadap sesuatu tanpa ada pada orang lain.
Inilah perbedaan yang mendasar antara konsep kepemilikan pada Islam dan
yang paham lainnya yaitu harus berada pada jalur koridor yang benar
sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT.

2. Faktor Penyebab Adanya Kepemilikan

% Muhammad H. Behesti, Kepemilikan dalam Islam, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), h. 21
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Disadari bahwa kehidupan manusia tidaklah akan berjalan lancar
dengan baik kecuali setelah mendapatkan apa yang bisa mencukupi
kebutuhan hidupnya dari harta benda. Maka dalam kehidupan, harta adalah
sesuatau yang lazim dan wajib bagi semua manusia sejak pertama diciptakan
dimuka bumi ini.?’

Jika kehidupan manusia terikat oleh harta, maka secara otomatis,
wajiblah baginya bersungguh-sungguh dan jujur dalam mencapainya.
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui rasul-Nya.
Faktor penyebab adanya kepemilikan dalam Islam:

a. Tidak menggantungkan hidup kepada orang lain.

Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tidak adanya
ketergantungan materi dan mengaharap belas kasih orang lain. Karena
Islam memandang hina mereka yang hanya mengantungkan hidupnya
kepada orang lain tanpa mau berusaha untuk memenuhi kehidupannya
sendiri dan melarang kita untuk menengadahkan tangan kepada orang
lain dengan tujuan meminta.

Diriwayatkan bahwa Lukman a.s berkata kepada anaknya:”wahai
anakku jika engkau fakir merasa kekurangan maka minta tolonglah
kepada tuhanmu yang maha kuasa. Berdoa dan merendah kepada-Nya.

Mintalah kepada-Nya karunia dan anugerah-Nya. Maka sesungguhnya

7 Ibid., h. 45
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tidak ada yang memiliki selain Ia. Dan janganlah engkau meminta kepada
manusia. Dengannya kau terlihat rendah dihadapan mereka, sedangkan
kau tidak mendapatkan apa-apa”.

Hadist tersebut menanamkan pada umat muslim jiwa yang mulia
untuk tidak meminta dari apa yang ada di tangan manusia kecuali dengan
cara yang di halalkan oleh Islam. Dan mendorong mereka untuk mancari
yang halal melalui jalan yang telah digariskan oleh Islam.

- Semangat dan merasa tenang dalam beribadah kepada Allah SWT

Ini bisa dilihat dari bagaimana dengannya seorang muslim bisa
menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT. yang membutuhkan
kejernihan pikiran. Dan ini tidak akan tercapai kécuali dengan
memberikan kepada jiwa apa yang memenuhi kebutuhannya. begitu juga
seorang muslim dalam menjalankan kewajiban kepada tuhannya selain
kesiapan batin juga memerlukan harta materi. karena diantara kewajiban
ada yang dalam pelaksanaannya memerlukan harta. Seperti dalam
kewajiban berzakat dan ibadah haji kedua itu tidak diwajibkan kecuali
kepada mereka yang mampu. Sudah jelas seorang muslim tidak akan
mampu melaksanakannya melainkan dengan bekerja yang bisa
menghasilkan materi.

Dari ini bisa disimpulkan bahwa bagi seorang muslim harta tidaklah

melainkan sebatas wasilah perantara guna mencapai tujuan-tujuan mulia,
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Bukanlah seperti apa yang disangka oleh sebagian umat muslim. Bahwa
Islam adalah pengangguran dan meninggalkan hal-hal yang bersifat
duniawi dari harta dan kenikmatan lainnya dengan dalih zuhud,agar lebih
tenang dalam beribadah. Lalu kemudian mengasingkan diri dari
masyarakat guna mencapai derajat keimanan yang tinggi. Tidaklah
seperti itu tetapi Islam mendorong dan menganjurkan umatnya umtuk
slalu berusaha dalam mencari harta guna memenuhi kebutuhan hidupnya
dan selanjutnya ia bisa beribadah kepada Allah SWT dengan tenang dan
penuh kedamaian tanpa terikat oleh siapapun.
c. Menolong sesama

Jika kita cermati kehidupan para sahabat Rasulullah Saw,mereka
bersemangat dalam mencari harta guna memenuhi kehidupan dan
mengeratkan tali silaturrahmi diantara mereka melalui sodaqoh.
Sebagaimana diriwayatkan dari Abdurrahman Bin Auf Beliau berkata:
dengan harta aku menyambung silaturrahmi dan mendekatkan diri kepada
Allah SWT. begitu juga Zubair Ibnu Awam berkata: sesungguhnya harta
adalah darinya sumber kebaikan,silaturrahminafaqah di jalan Allah
SWT,dan kebaikan akhlaq. Selain itu pula padanya kemuliaan dunia dan
kelezatannya.

3. Harta Dalam Pandangan Islam

a. Pengertian harta
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Harta dari segi bahasa adalah setiap barang atau segala sesuatu yang
benar-benar dimiliki, diawasi daﬁ dimanfaatkan (fiyazah) oleh seseorang
baik harta itu yang berwujud dan mengandung manfaat. Sebagai contoh
emas, perak dan dalam segi manfaat seperti memakai dan mendiami
rumah hal ini tidak berlaku bagi barang yang tidak diawasi oleh manusia
seperti contoh burung yang terbang dan sebagainya.?®

Dalam bahasa Arab harta disebut a/-mal yang artinya segala sesuatu
yang dimiliki manusia dari pakaian, perhiasan, dan kekayaan. Para ahli
mendefinisikan bahwa harta adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan
dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk tertentu sebagaimana yang telah
berjalan di masyarakat.

Selanjutnya menurut ulama bahasa Ibn Manzur mendefinisikan harta
sebagai sesuatu yang dikenali, dan apa yang kamu miliki dari keseluruhan
benda. Dalam a/-Qamuis al-Mufit juga dikatakan bahwa harta adalah apa
yang kamu miliki dari semua benda.?® Berdasarkan perkataan Ibn Manzur
bahwa harta itu dikenali di kalangan orang-orang Arab. Hal ini
menunjukkan bahwa perkataan harta merujuk pada kebiasaan orang Arab.

Islam sebagai agama yang benar dan sempurna memandang harta
tidak lebih dari sekedar anugerah Allah SWT yang dititipkan kepada

manusia. Berbeda halnya dengan paham materialis, kapitalis dan aliran

2 Wahbah Zuhaylii, Figh dan Perundangan Islam, jil. 4, (Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), 41

29

Fayruz Abadi, al-Qamus al-Muhit , (Beirut: Dar Ihya al-Turas al- Arabi, 1991/1412H, jil4), 70
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lain yang memandang harta sebagai tujuan dari hidup. Sehingga masa

hidupnya hanya untuk harta. Yang terdetik dipikiran mereka hanyalah

Bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.walau dengan

jalan yang tidak benar sekalipun.

1)

2)

3)

4

Dibawah ini disebutkan teori Islam dalam memandang harta:
Harta tidak lebih dari sekedar titipan Allah kepada manusia. Yang
akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak.
Kepemilikan pribadi terhadap sesuatu terikat oleh batasan tertentu.
Sehingga seorang manusia tidak dengan mutlak bisa melakukan apa
saja yang ia inginkan dari apa yang ia miliki tanpa memperhatikan
hak orang lain.
Dari sebagian harta ada yang bersifat umum yang tidak seorangpun
mempunyai hak untuk memilikinya. Melainkan dimanfaatkan guna
kemaslahatan bersama. Contoh:jalan raya,jembatan,tempat ibadah.
Bahwasanya dari harta yang dimiliki ada bagian yang harus
dikeluarkan. Diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Inilah

yang disebut sebagai zakat dalam Islam.

. Metode Meraih Harta Dalam Islam

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Allah adalah pemilik

segala yang ada. Tidaklah harta kekayaan yang ada di tangan manusia

melainkan hanya titipan Allah SWT. Dialah pemilik kerajaan langit dan
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bumi. Walau manusia memiliki haﬁa yang melimpah, dan berbagai
macam perhiasan dari emas dan perak, tidaklah semuanya melainkan
hanya milik Allah SWT yang dianugerahkan kepada hamba-Nya.

Islam telah menggambarkan jalan yang suci dan lurus bagi umatnya
guna memperoleh harta yang halal dan baik. Dibawah ini disebutkan
beberapa cara meraih harta dalam Islam:

1) Meraih harta secara langsung dari hasil keringatnya sendiri
Inilah yang sering di puji oleh Islam. Yaitu meraih harta dari
jerih payah keringatnya sendiri selama hal itu berada pada koridor
yang telah ditentukan oleh Allah SWT. ini adalah cara meraih harta
yang paling mulia dalam Islam. Sebagaimana dikatakan oleh
Rasulullah Saw ketika ditanya oleh seseorang tentang kedudukan
harta yang paling mulia:
S5 B 0 o S0 i 2
Artinya: Harta yang paling mulia adalah harta seseorang yang
dihasilkan dari jerih payah kedua tangannya, dan segala jual
beli yang barokah.*
Islam adalah satu-satunya agama samawi yang memuliakan
pekerjaan bahkan memposisikan pekerjaan sebagai ibadah disisi-Nya.
menjadikannya asas dari kebaikan didunia dan akhirat. Banyak ayat

* Sayyid Sabiq, Figih Suanah 12, (Bandung: al-Ma’arif, 1987) h. 48
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dalam al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan
pekerjaan:
Pada surat Al-Mulk ayat:15 Allah memerintahkan kita untuk

berjalan di muka bumi guna meraih kehidupan:
o" of -2 o ,’/ - I . Jof'o‘:z.o’ l"’/z o’/,
235 M, 855 p 1Ty ST (31,206 YOS o (ST jes s
Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudak buat kamu maka
begjalanlah di segala penjurunya dan makaniah sebagian
dari rezeki-Mu. Dan hanya kepadaNya kamu kembali

(setelah) dibangkitkan.’!

Dalam surat Al-Muzammil ayat:20 Allah menjelaskan bahwa

mencari kehidupan dengan cara bekerja setara kedudukannya dengan
berjihad di jalan Allah:
Bl Jor 3 050 0y 521, B b 0 00 2 V1 3 0 g 097y
Artinya: dan orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian
karunia Allah; dan orang yang lain lagi berperang di jalan
Allah??
Harta warisan
Dalam Islam harta warisan adalah salah satu jalan yang
diperbolehkan guna meraih harta kekayaan. Ini disebut meraih harta
secara tidak langsung. Dalam artian si-penerima harta, tidaklah

bersusah payah mendapatkannya, karena itu adalah peninggalan si-

mayyit.

*! Depag RI, &/-Qur'an dan Terjemahays, (Semarang, Toha Putra, 1995), h. 965

%2 Ibid,, h. 839
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Merupakan suatu peraturan yang sangat luar biasa, bahwa
dalam Islam, apa yang ditinggalkan oleh si-mayyit dari harta dan
benda adalah menjadi hak milik anak-anak dan keluarga dekatnya.
Dibagikan secara adil kepada mereka sesuai dengan apa yang

diajarkan oleh Islam.

F. Harta Waris (Zirkah)

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit (orang yang
mati) secara mutlak. Yang demikian itu ditetapkan oleh Ibnu Hazm, katanya:
Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan kepada harta, bukan yang lain,
yang ditinggalkan oleh manusia sesudah dia mati. Adapun hak-hak, maka ia
tidak diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau dalam pengertian harta,
misalnya hak pakai, hak penghormatan, hak tinggal di tanah yang dimonopoli
untuk bangunan dan tanaman. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali,
peninggalan si mayit, baik hak harta benda maupun hak bukan harta benda.3?

Pada Pasal 171 point (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta
peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta
benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Antara manusia dan harta yang ia miliki mempunyai hubungan, yang
dengannya si-pemilik harta bisa bertindak sesuai dengan kehendaknya selama

tidak melanggar hak orang lain. Inilah yang disebut dengan kepemilikan. Yaitu

B Sayyid Sabiq, Figih Sunnab, jil. 14 (Bandung: al-Ma’arif, 1995), h. 238
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memiliki wewenangan untuk bertindak dari apa yang ia miliki. Tetapi ketika
hubungan yang mengikat antara si-pemilik harta dengan harta yang ia miliki
terputus disebabkan wafatnya si-pemilik, maka harus ada pemilik baru yang
menggantikan wewenang kepemilikan harta yang ia miliki. Dan Islam
menjadikan orang yang paling dekat hubungannya dengan si-mayyit yang
menerima wewenang dalam kepemilikan harta si-mayyit.

Begitu pula halpya dalam pembagian harta warisan. Islam membagi sesuai
dengan fitrah kebutuhan manusia. Ada tiga ideologi yang dijadikan landasan
pembagian harta waris dalam Islam:**

1. Islam memberikan harta waris kepada orang terdekat yang memiliki
hubungan dengan si-mayyit tanpa membedakan orang tersebut kecil dan
besar atau lemah dan kuat, maka dari itu orang terdekat dengan mayyit yang
mendapatkan bagian terbanyak dalam warisan.

2. Pembagian harta waris sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Jika kebutuhan
terhadap sesuatu itu besar, maka besar pula bagian yang ia dapatkan.
Barangkali inilah rahasia di balik bahwa anak mendapatkan bagian yang
paling besar. Bahkan lebih besar dari bagian orang tuanya. Selain karena
orang tua memiliki hak kepemilikan dalam harta anaknya, juga kebutuhan
anak pada harta lebih besar disebabkan mereka akan menghadapi masa

depan.

% Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Isiam, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 56
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3. Dalam warisan Islam menggunakan istilah pembagian (ar-tauzi’) bukan
pengumpulan (ar-f8jmi). Yaitu pembagian warisan. Sehingga harta warisan
tidak hanya terfokus kepada satu orang saja,tetapi dibagikan kepada anak,
saudara, saudara paman dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang

diperintahkan oleh Allah SWT.

Semua barang peninggalan mayit bukan berarti mutlak menjadi milik ahli
waris, karena ada hak lainnya yang harus diselesaikan sebelum harta peninggalan
tersebut dibagi. Hak-hak yang harus diselesaikan sebelum harta waris tersebut
dibagi ialah sebagai berikut:

1. Munat Tajhiz atau Perawatan Jenazah
Kebutuhan perawatan jenﬁzah hingga penguburannya. Misalnya meliputi
pembelian kain kafan, upah penggalian tanah, upah memandikan, bahkan
perawatan selama dia sakit. Semua biaya ini diambilkan dari harta si mayit
sebelum dilakukan hal lainnya.

2. AlHuquqg Al-Muta‘aligah bi Aini at-Tirkah atau Hak-Hak yang
Berhubungan dengan Harta Waris.
Misalnya barang yang digadaikan oleh mayit, hendaknya diselesaikan dengan

menggunakan harta si mayit, sebelum hartanya di waris. Bahkan menurut
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Imam Syafi’i, Hanafi dan Malik. Didahulukan hak ini sebelum kebutuhan

perawatan jenazah, karena berhubungan dengan harta si mayit.>

3. Ad-Duyun Gairu AI-Muta ‘aligah bi at-Tirkah atau Hutang Si Mayit
Apabila si mayit mempunyai hutang, baik yang behubungan dengan
berhutang kepada Allah SWT, seperti membayar zakat dan kafarah, atau
yang berhubungan dengan anak Adam, seperti berhutang kepada orang lain,
pembayaran gaji pegawainya, barang yang dibeli belum dibayar, melunasi
pembayaran, maka sebelum diwaris, harta si mayit diambil untuk
melunasinya.

4. Tanfizul Wasiyyah atau Menunaikan Wasiat
Sebelum harta diwaris, hendaknya diambil untuk menunaikan wasiat si
mayit, bila wasiat itu bukan untuk ahli waris, karena ada larangan hal ini, dan
bukan wasiat yang mengandtmg unsur maksiat, karena ada larangan mentaati
perintah maksiat. Wasiét ini tidak boleh melebihi sepertiga, karena
merupakan larangan. |

Jika empat perkara di atas telah ditunaikan, dan ternyata masih ada sisa
hak milik st mayit, maka itu dinamakan firkak atau bagian bagi ahli waris yang

masih hidup.

$*Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatub, jilid 8, (Beirut: Dar al-. Fikr, 1989),,, h. 274



BAB III

ROYALTI HAK CIPTA LAGU SEBAGAI HARTA WARIS
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

A. Harta Waris dalam Undang-undang
Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 disebutkan hak cipta
dianggap sebagai harta bergerak, schingga hak ;:ipta dapat diperalihkan kepada
orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian. Hal ini sesuai dengan pasal 3 dan 4
Undang-undang no. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Pasal 3
(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun
sebagian karena:
a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wasiat;
d. Perjanjian tertulis; atau
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Pasal 4

(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya
meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik
penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita,
kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah
Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau
milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita,
kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.
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Dengan adanya peraturan pasal 3 dan 4 Undang-undang No. 19 Tahun 2002
tersebut, hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta bergerak yang dapat
bernilai material yaitu dengan mendapatkannya royalti atas penggunaan dari hak
cipta tersebut.

Dikarenakan termasuk harta yang berilai material, jika pemegang hak
cipta tersebut meninggal dunia, maka hak cipta tersebut juga termasuk harta

peninggalan pewaris yang dapat diwarisi oleh para ahli waris.

B. Hak Kekayaan Intelektual
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai terjemahan dari kata
intellectual property rights, namun demikian di dalam praktiknya terjemahan
hak kekayaan intelektual bukanlah satu-satunya terjemahan dari kata
intellectual property rights. Beberapa terjemahan lainnya diantaranya ada
yang menerjemahkan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) atau Hak atas
Kepemilikan Intelektual (HAKI).!

Para pakar memperdebatkan istilah tersebut sampai dengan lahirnya
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Eistablishing The World Trade Organization. Berdasarkan Keputusan Menteri

Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07

! Budi Agus Riswandi, dan Siti Sumartiah, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, (Yogyakarta:
Gitanagari, 2006), h. 1
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Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, istilah “’Hak Kekayaan
Intelektual®’ tanpa “’Atas’ dapat disingkat dengan HKI, untuk penulisan
istilah yang semula HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual diubah
menjadi HKI atau akronimnya Haki yang berarti Hak Kekayaan Intelektual
tanpa kata “atas” lagi. Penggunaan istilah HKI juga terdapat pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
2004 — 2005 yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari Garis-Garis Besar
Haluan Negara Tahun 1994 — 2004. Selanjutnya dalam penulisan ini akan
digunakan istilah hak kekayaan intelektual (selanjutnya penulis menyebutkan
sebagai HKI). Istilah tersebut sejalan dengan ketentuan yang berlaku dalam
bidang HKI.2

Berdasarkan segi makna, kata HKI dapat diartikan melalui pemaknaan
masing-masing kata dari kata intellectual property rights.

Menurut Harsomo Adisumarto kata infellectual merupakan segala
sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta
dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu
pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (invention) sebagai benda

immateriil.?

2 Mas Bei Seno, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman, (Semarang:
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2005), h. 17

* Budi Agus Riswandi, dan Siti Sumartiah, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, (Yogyakarta:
Gitanagari, 2006), h. 2
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Kata property sendiri menurut pendapat G.W.A. Paton mempunyai arti
yakni: it’s mean sometimes ownmership or title and sometimes the res
overwhich may be excercised. The term property is fiquently used in a broad
sense to include asscts which the technique of law would regard as more
rights personal’

Terakhir adalah kata rights dapat diartikan sebagai hak. Kata hak
sendiri mengandung arti sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu atau
untuk menuntut sesuatu.’

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Hak Kekayaan
Intelektual (selanjutnya penulis sebutkan sebagai HKI) sebagai suatu yang
dapat dituntut atas hasil karya, karsa dan cipta manusia, baik pada bidang
seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (invention). Hak
Kekayaan Initelektual sebagai sesuatu yang melekat pada setiap ciptaan dan
penemuan manusia. Hak milik ini meliputi seluruh ciptaan dan penemuan
baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, industri atau
bidang lainnya, termasuk ciptaan dan penemuan yang merupakan kombinasi
antara bidang tersebut.

Menurut WIPO dalam WIPO Intellectual Property Handbook bahwa

HKI pada dasarnya hak hukum dimana dengan hak hukum tersebut

4 op e

ibid
* W.J.S. Poerwadarminta, 1976, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1976), h.
339
® Budi Agus Riswandi, dan Siti Sumartish, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, (Yogyakarta:
Gitanagari, 2006), b. 3
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dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreasi
dan karya intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan dan
artistik.”

Hakekat HKI adalah adanya suatu kreasi (creation). Kreasi ini mungkin
dalam bidang kesenian (ar?) atau dalam bidang industri ataupun dalam ilmu
pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya, oleh karena itu apabila
sescorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus
atau tepatnya dilindungi oleh hukum, harus mengikuti prosedur tertentu yang
ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud tiada lain adalah melakukan
pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan oleh undang-undang.
Hukum Kekayaan Intelektual merupakan salah satu objek bisnis yang cukup
diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap dapat segera
mendatangkan keuntungan.®

2. Pembagian Hak Kekayan Intelektual

Klasifikasi HKI pasca putaran Uruguay tertuang dalam suatu
persetujuan yang disebut dengan TRIPs ( Zrade Related Aspect of Intellectual
Property Rights). Hal ini lebih khusus lagi diatur pada Part IT tentang
Standars Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property

Rights. Lebih lengkapnya lagi klasifikasi HKI berdasarkan TRIPs terdiri dari:

7

Ibid.,h. 4
¥ Sentosa Sembiring, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bxdaqg Hak
Cipta Paten dan Merek, (Bandung: CV Irama Widya, 2002) h. 15
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Copyrights and related rights

Trademarks

Geographical indications

Industrial designs

Patents

Layout designs (topographies) of integrated circuits
Protection of Undisclosed Information

Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences.’

Konvensi pendirian organisasi Hak Kekayaan Intelektual (WIPO) di

Stockholm pada 14 Juli 1967 menetapkan bahwa klasifikasi hak kekayaan

intelektual terdiri dari

a.

b.

C.

Literary, artistic and scientific works

Performances of performing artists, phonograms and broadcasts
Invention in all fields of human endevor

Scientific discoveries

Industrial designs

Trademarks, service marks and commercial names and designations
Protection against unfair competition

Other rights resulting from intellectual activity in the industrial,

scientific, literary artistic field'°

% ibid, h. 12
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Setelah dicermati dalam kepustakaan ilmu hukum pada umumnyua,

HKI dapat dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

b.

Hak Cipta (Copyrights)

Hak Kekayaan Industri (lodustrial Property) yang terdiri dari;

1) Paten (Patent)

2) Merek (Trademark)

3) Hak Produksi industri (lndustrial Design)

4) Penanggulangan praktik persaingan curang (Repretion of unfair
compettition practices)"

Indonesia, dalam pengklasifikasian HKI tidak sepenuhnya

mengadaptasi pada pembagian seperti yang ada di TRIPs, meskipun dari segi

norma telah disesuaikan dengan standar yang ada pada TRIPs. Klasifikasi

HKI yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

a.

b.

Hak Cipta dan Hak Terkait

Paten

Merek

Desain Industri

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Rahasia Dagang

' Budi Agus Riswandi, dan Siti Sumartish, Masa/ah-masakah HaKI Kontemporer, (Yogyakarta:
Gitanagari, 2006), h. 11

!! Sentosa Sembiring, Prosedur dan Tsta Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak
Cipta Paten dan Merek, (Bandung: CV Irama Widya, 2002), h. 15
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g. Perlindungan Varitas Tanaman'?

Berdasarkan penggolongan HKI yang tersebut di atas, penulis akan

lebih memfokuskan terhadap permasalahan yang menyangkut hak cipta.

C. Hak Cipta

1.

Pengertian Hak Cipta

Seseorang atau beberapa orang, untuk melahirkan suatu intellectual
property (IP) atau hak kekayaan intelektual yang dapat berupa, paten, hak
cipta dan hak-hak yang terkait, merek, desain industri, rahasia dagang,
Integrated circuits maupun hak pemuliaan tanaman, maka akan
mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya,
oleh sebab itu negara memberikan perlindungan hukum kepada penemu atau
penciptanya serta untuk dalam jangka waktu tertentu memberi hak eksklusif
mengeksploitasi ntelectval Property tersebut guna meraih kembali segala
sesuatu yang telah dikeluarkannya.

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

" Budi Agus Riswandi, dan Siti Sumartish, Masalah-masaksh HaKI Kontemporer, (Yogyakarta:
Gitanagari, 2006), h. 22
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Hak cipta adalah hak eksklusif (yang diberikan oleh pemerintah) untuk
mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
Dasar dari hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta
dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi
penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Perwujudan suatu gagasan tertentu
dan tidak mencakup gagasan umum, konsep, fakta, gaya, atau teknik yang
mungkin terwujud atau terwakili di dalam ciptaan tersebut.

Masalah pengumuman dan pembacaan sebagaimana diatur dalam Pasal
1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 yang berbunyi:

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang

hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,

yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah
yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain
dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak
cipta.

Pengertian hak cipta tersebut di atas terdapat beberapa istilah antara
lain, penéipta, karya cipta, mengumumkan, memperbanyak dan pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Arti dari peristilahan di atas dapat dilihat pada ketentuan umum Pasal

1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:
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Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

a. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan
pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang
dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dalam hal
ini pencipta berlaku juga sebagai pemegang hak cipta (selain pihak
penerima hak cipta)

b. Karya Cipta atau ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang
menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan
sastra.

c. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan,
pengedaran atau penyecbarluasan suatu ciptaan dengan menggunakan
alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara
apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat
orang lain.

d. Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara
keseluruhan maupun scbagian yang sangat substansial dengan
menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk
mengalih-wujudkan secara permanen atau temporer.

€. Pembatasan hak cipta adalah pembatasan terhadap ciptaan yang tidak
dilindungi (Pasal 13, Pasal 14, pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Hak cipta pada hakekatnya merupakan hak eksklusif yang sifatnya
monopoli, di mana hak itu didapat secara otomatis tatkala suatu ciptaan
dilahirkan. Hak monopoli tersebut ada dua hak utama yakni hak moral dan
hak ekonomi, dalam hal ini hak moral merupakan hak untuk diakui sebagai
pencipta ciptaan tersebut yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku
(seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun,
walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, secara umum hak moral
mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan,

sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi
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dari ciptaannya. Khusus yang dimaksud adalah, khusus dalam hak perolehan
hak cipta secara otomatis.

Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat
dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (sesuai yang
tercantum dalam Undang-undang Hak Cipta 2002 Pasal 3 dan Pasal 4).
Pemilik hak cipta dapat pula mengizinkan pihak lain melakukan hak
eksklusifnya tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu yang sesuai
dengan Undang-undang Hak Cipta 2002 Bab V.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi hak cipta di Indonesia dapat mencakup
misalnya buku, program komputer, pamflet, perwajahan (/zyour), karya tulis
yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk
kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan
atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,
pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni
ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan),
arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket
dan seni ikat), fotografi, sinematografi. Ciptaan hasil pengalihwujudan
seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi

kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta

13 Sentosa Sembiring, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak
Cipta Paten dan Merek, (Bandung: CV Irama Widya, 2002), h. 20
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komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai
ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

Sebagian dari institusi hukum mengenai hak cipta (copyright)
bertujuan melindungi karya seni yang diciptakan oleh para seniman. Bentuk-
bentuk karya seni tersebut meliputi; ciptaan lagu dan musik dengan atau
tanpa teks termasuk karawitan dan rekaman suara, drama, tari (koreografi),
pewayangan, pantomim. Karya-karya yang tidak diketahui penciptanya, hak
ciptanya berada di tangan negara. Menurut konteks hukum, karya seni
merupakan bagian dari HKI dan HKI-pun merupakan suatu hak yang timbul
akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya
inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.

Penetapan ciptaan yang dilindungi dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Undang-undang Hak Cipta 2002 yang berbunyi:

(1) Menurut undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan

dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

b. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (/ay our) karya tulis
yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

c. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

d. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu

pengetahuan;

Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan

pantomim; '

Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni

kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

Arsitektur;

Peta;

Seni batik;

Fotografi;

o

FE P @
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1. Sinematografi;
m. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari

hasil pengalihwujudan

Berdasarkan pada lingkup hak cipta yang dilindungi di atas, pada
dasérnya tidaklah berlaku limitatif. Artinya sepanjang ciptaan tersebut masih
dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan, maka hal itu tetap
dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta.'

3. Pencrapan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia

Hukum pada hakekatnya dibuat untuk melindungai kepentingan
masyarakatnya, agar dapat saling mengisi dan menghormati. Untuk mencapai
tujuan tersebut, hukum memberikan batasan berupa hak dan kewajiban,
sehingga kepentingan tiap-tiap warga masyarakat dapat dilaksanakan tanpa
ada yang merugi atau mendapat keuntungan atas kerugian orang lain. Begitu
pula dengan “’hak ** intelektual, bagi para Pemilik atau Pencipta disamping
memiliki hak untuk mengeksploitasi karya intelektualnya, mereka juga
dibebani atas tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Hal ini dianggap
sebagai penyeimbang (balance) antara kepentingan individual dan
kepentingan masyarakat.

Pengaturan hak intelektual ke dalam Hak Cipta diharapkan dapat
memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh proses kegiatan

penciptaan dan penggunaan hak intelektual, schingga diharapkan akan

' Budi Agus Riswandi, dan Siti Sumartiah, Masalah-masakah HaKI Kontemporer, (Yogyakarta:
Gitanagari, 2006), h. 150
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terwujud keadilan dan kepastian hukum atas Pemilik, Pencipta karya, dan
masyarakat. Dalam pengaturannya, hukum tentang Hak Cipta banyak
mengalami dinamisasi atau perubahan. Faktor yang mempengaruhi
perubahan ini adalah adanya dinamika masyarakat dan politik hukum.
Perubahan masyarakat dari masyaraka jajahan menuju ke masyarakat
berkembang tentu saja membawa pengaruh bagi berlakunya hukum Hak
Cipta yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kesesaian terhadap
citacita hukumnya, begitu juga adanya politik hukum yang mengarah pada
berlakunya hukum saat ini dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Auteurswet merupakan titik awal perkembangan politik hukum Hak
Cipta, walaupun pada dasarnya pengaturan Hak cipta dalam Undang-undang
ini adalah serupa dengan pengaturan dalam Undang-undang sekarang, namun
peraturan ini hanya berlaku sampai tanggal 12 April 1982 yaitu saat
berlakunya Undang —Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
Perubahan ini merupakan politik hukum pemerintah Indonesia dalam
merombak sistem hukum Belanda dengan sistem hukum yang sesuai dengan
jiwa, falsafah, dan cita-cita bangsa. Melakukan perubahan terhadap Undang-
undang yang sesuai dengan jiwa, falsafah, dan cita-cita bangsa ternyata tidak
mudah, Undang-undang ini kemudian dirubah dengan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan ini didasari oleh alasan semakin

meningkatnya pelanggaran terhadap karya cipta, sechingga diperlukan
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peraturan yang dapat mengatasi problematika tersebut. Perkembangan zaman
yang terlalu cepat juga menjadi alasan dirubahnya kembali Undang-undang
tersebut dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Setelah mengalami
beberapa kali mekanisme perubahan, pemahaman tentang Hak Cipta menjadi
terpecah dan dikhawatirkan akan mengubah esensi dari pengaturannya.
Untuk itu Undang-undang Hak Cipta harus mengalami perubahan lagi yaitu
dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, hal ini diharapkan dapat
menyatukan kembali ketiga peraturan sebelumnya. Undang-undang inilah
yang kemudian berlaku hingga saat ini. Perkembangan terakhir pada
perundangan-undangan Hak Cipta ini dilandasi oleh pertimbangan, bahwa
undang-undnag ini nantinya dapat menampung perkembangan Hak Cipta
dalam rangka peningkatan perlindungan dan pelayanan terhadap hak Cipta.
. Pelanggaran terhadap Hak Cipta

Pasal 24 ayat 2 Undang-undang Hak Cipta 2002 menyatakan bahwa
suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan
kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan
persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.

Sesuai dengan ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa apabila
seseorang mengubah hak cipta orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya
dengan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta (jika hak cipta

tersebut telah dialihkan) maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak
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cipta. Meskipun telah mendapat persetujuan dari si pencipta atau pemegang
hak cipta, apabila penggunaan suatu hak cipta tersebut melebihi apa yang
telah disetujui hal itupun termasuk dalam pelanggaran hak cipta.
Perlu kiranya dikemukakan bahwa dalam hal-hal tertentu penggunaan
hak cipta tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikatakan
bukan merupakan pelanggaran. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 14
Undang-undang Hak Cipta 2002 yang berbunyi:
Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, jika ciptaan tersebut
digunakan untuk:

Keperluan pendidikan

Pembelaan

Pertunjukan tidak dipungut bayaran

Keperluan tuna netra

Pelaksanaan teknis karya arsitektur
Pencetakan salinan cadangan komputer

me Ao o

Pelanggaran hak cipta dapat mengandung unsur keperdataan dan
pidana. Kaitannya dengan pelanggaran hak cipta dari aspek keperdataan,
maka dapat dilakukan gugatan ganti rugi, namun Undang-undang Hak Cipta
2002 sendiri mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat
pelanggaran ini dapat meminta pihak Pengadilan Niaga untuk melakukan
tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil
perbanyakan ciptaan itu
2. Memerintah penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang

diperoleh dari penyelenggaraan dari hasil pelanggaran hak cipta
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3. Memerintah pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman
dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil

pelanggaran hak cipta’®

D. Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Waris Dalam Undang-undang Hak Cipta

Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta ialah pemberian
perlindungan kepada semua ciptaan warga ﬁegara Indonesia dengan tidak
memandang tempat dimana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya.
Penciptaan yang diciptakan oleh sctiap warga negara Indonesia harus
menciptakan sesuatu yang asli dalam artian tidak meniru. Karena memang
penciptaan yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan harus memiliki keaslian dan
dilindungi oleh lmdang-undang.16

Pada dasarnya hak cipta adalah merupakan dasar atau pilar bagi seseorang
ataupun beberapa orang untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya yang
dituangkan dalam bentuk apapun yang bisa memberikan manfaat bagi
masyarakat, bangsa dan negara.'”

Hak cipta merupakan hak yang bersifat khusus yang diberikan undang-

undang kepada pencipta. Berhubung sifat ciptaan itu adalah pribadi dan menyatu

15 Dirdjosisworo, Soedjono, Antisipasi terhadap Bisnis Curang, (Bandung: CV Utomo, 2005), b. 26

16 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Citra
Adiya Bakti, 2601), h. 234

7 bid., 145
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dengan pencipta, maka hak cipta itu tidak dapat disita dari penciptanya.
Disamping itu juga hak cipta adalah merupakan benda bergerak.'®

Hak cipta merupakan benda bergerak atau immaterial yang tak bertubuh,
maka hak cipta dapat dialihkan kepada orang lain dengan lisan. Karena hak cipta
itu merupakan satu kesatuan dengan pemiliknya, yaitu pencipta, demikian juga
hak cipta yang diumumkan, yang setelah penciptanya meninggal dunia lalu
menjadi pemilik ahli warisnya atau penerima wasiatya, maka dengan demikian
hak cipta itu tidak bisa disita.

Hak cipta semula terkandung di alam pikiran, di dalam ide. Namun untuk
dilindungi harus ada wujud nyata dari alam ide tersebut. Untuk karya hasil
penelitian, harus sudah ada bentuk rangkaian kalimat yang terjelma dalam
bentuk buku. Untuk karya seni harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan,
penggalan irama lagu atau musik.

Selanjutnya menurut Hutauruk, ada dua unsur penting yang terkandung
dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-
undang Hak Cipta yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak

dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan

'8 Edi Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberspa Konveasi Internasional, Undang-undang Hak
Cipta tahun 1997 dan Perlindungannyas, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 201
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judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan
mempertahankan keutuhan atau integritasnya.'’

Hak yang dapat dialihkan atau dipindahkan itu sekaligus merupakan bukti
nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi
Undang-undang Hak Cipta Indonesia, pengalihan hak itu dapat berupa pemberian
izin (lisensi) kepada pihak ketiga. Selanjutnya mengenai moral rights, ini adalah
merupakan kekhususan yang tidak ditemukan pada hak manapun di dunia ini.

Pada dasarnya pendaftaran hak cipta bukan merupakan keharusan, karena
tanpa didaftarkan pun hak cipta telah mendapatkan perlindungan dari UUHC.
Hanya saja ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit pembuktiannya apabila
terjadi sebuah pelanggaran hak cipta, jika dibandingkan dengan hak cipta yang
didaftarkan. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 5 UUHC yang mengemukakan,
kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta adalah:*°
1. Orang yaing namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada direktur

jendral; atau
2. Orang yang namanya discbut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta
pada suatu ciptaan

Apabila dicermati secara seksama ketentuan diatas, tampaknya pembentuk

undang-undang mengharapkan agar karya cipta seseorang didaftarkan, hal ini

¥ OK. Saidin, Aspek Hukum kekaysan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 60

2 Sentosa Sembiring, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak
Cipta Paten dan Merek, (Bandung: CV Irama Widya, 2002), h. 32
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dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian apabila ada sengketa atau
pelanggaran hak cipta.

Dalam Undang-undang Hak Cipta tidak ada aturan khusus mengenai
pendaftaran hak cipta, bagi pencipta hanya saja dalam undang-undang ini
disebutkan Direktorat‘ Jenderal menyelenggarakan pendafiaran ciptaan dan
dicatat dalam daftar umum ciptaan, jadi jelas disisni terlihat, bahwa untuk
mendapatkan pengakuan hak cipta perlu pendaftaran . Untuk proses pendaftaran
hak cipta diatur dalam 20 Peraturan Menteri Kehakiman RI No.
M.01.h.c.03.0.1.1987 tanggal 16 Oktober 1987 tentang pendaftaran ciptaan.

Dengan terdaftarnya karya ciptaan seseorang, secara teoritis hak cipta dan
pemegang hak cipta sudah aman. Untuk itu apabila dikemudian hari ada pihak
lain yang menggunakannya tanpa hak, mereka harus bisa membuktikannya. Selain
dari itu pemilik hak cipta juga bisa menuntut orang lain yang menggunakan hasil
karya ciptanya dengan jalan tanpa hak. Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi
pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal
terjadi sengketa mengenai hak cipta.”!

Pendaftaran tersebut | bukanlah syarat sah (diakui) suatu hak cipta
melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa.
Selanjutnya hak cipta juga sebagai harta warisan yang dapat diberikan dari si

pencipta yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya untuk memegang hak

2! OK. Saidin, Aspek Hukum kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 90
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cipta dan dapat menerima royalti dari hasil ciptaan si pencipta (meninggal
dunia).

Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa dalam proses pemberian royalti
kepada ahli waris harus tetap disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tetap memegang prinsip keadilan dalam
pembagian harta warisan.

Masa berlaku hak cipta adalah selama hidup penciptanya ditambah 50
tahun setelah penciptanya meninggal dunia, sebagaimana telah diatur dalam
pasal 29 undang-undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta:

Pasal 29

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;

drama atau drama musikal, tari, koreografi;

segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;

seni batik;

lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

arsitektur;

ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;

alat peraga;

peta;

j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,
berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh)
tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2
(dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang
meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun
sesudahnya.

MR Mo AR o



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK WARIS ATAS
ROYALTI HAK CIPTA LAGU SEBAGAI HARTA WARIS DALAM
UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Hak cipta merupakan benda bergerak atau immaterial yang tak bertubuh,
maka hak cipta dapat dialihkan kepada orang lain dengan lisan. Karena hak cipta
itu merupakan satu kesatuan dengan pemiliknya, yaitu pencipta, demikian juga
hak cipta yang diumumkan, yang setelah penciptanya meninggal dunia lalu
menjadi pemilik ahli warisnya atau penerima wasiatya, maka dengan demikian
hak cipta itu tidak bisa disita.

Dalam pasal 3 dan 4 undang-undang no. 19 tahun 2002 tentang hak cipta
telah mengatur tentang pengalihan hak cipta,

Pasal 3

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun

sebagian karena:
a. Pewarisan;
b. Hibah;

c. Wasiat;

d. Perjanjian tertulis; atau
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e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Pasal 4

(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya
meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik
penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita,
kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah
Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau
milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita,

kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Dengan adanya peraturan tersebut, maka salah satu cara berpindahnya hak
cipta seseorang atas sebuah lagu adalah dengan cara pewarisan. Jika seseorang
mempunyai hak cipta atas sebuah lagu, kemudian dia meninggal dunia, maka ahli
warisnya dapat mewarisi hak cipta tersebut. Dengan demikian, maka ahli
warisnya mempunyai hak untuk mewarisi hak cipta tersebut karena dalam
undang-undang pasal 3 dan pasal 4 no. 19 tahun 2002 telah jelas menyebutkan hal
tersebut.

Hal ini sesuai karena hak cipta tersebut termasuk properti yang didalamnya
mengandung beberapa unsur antara lain: Sesuatu yang boleh dimiliki, hak milik

dan sesuatu yang mempunyai nilai komersial.
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Dengan adanya hak cipta ini seseorang bisa mendapatkan nilai komersial
yaitu pemegangnya akan mendapatkan royalti jika karyanya tersebut digunakan
oleh pihak ketiga.

Dalam hukum Islam, waris adalah pemindahan harta peninggalan seseorang
yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, baik yang ditinggalkan itu
berupa harta bergerak atau tidak bergerak maupun cara penyelesaian pembagian
harta peninggalan.

Perpindahan harta karena pewarisan tersebut harus memenuhi beberapa
rukun, yaitu:

1. Al-waris (ahli waris)
2. Al-muwarris (orang yang mewariskan harta)
3. Al-maurus (harta waris)

Orang yang berhak menerima harta warisan itu adalah orang yang
mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris
yang meninggal. Disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu,
mereka baru berhak menerima warisan secarﬁ hukum dengan terpenuhinya syarat
sebagai berikut:

1. Ahli waris tersebut telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya al-
muwaris.
2. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima

warisan.
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3. Tidak terhijab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.
Al-muwarris (pewaris atau orang yang mewariskan harta), yaitu orang

yang telah meninggal dunia, ada 3 macam bentuk kematian yaitu:

a. Mati hakiki (sejati)

Mati hakiki adalah kematian (muwaris) secara alamiah yang telah
diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim dan dapat dibuktikan secara
medis.

b. Mati hukmi (yuridis)

Mati hukmi adalah kematian atas dasar keputusan hakim. Secara
yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup.
Misalnya seorang teroris yang telah dihukum mati, dengan demikian maka
hak keperdataannya telah dicabut setelah putusan tersebut incracht.

c. Mati tagdiri (menurut dugaan)

Mati ragdiri adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras.
Misalnya seorang Ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa
minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut
dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap Ibunya.

Al-maurus atau disebut juga dengan warisan yaitu harta peninggalan atau
hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris, setelah dikurangi biaya

perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.
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Al-maurus atau disebut juga dengan af-firkah ialah segala sesuatu yang
ditinggalkan oleh mayit, berupa harta yang ia peroleh selama hidupnya di dunia,
atau hak dia yang ada pada orang lain, seperti barang yang dihutang, atau
gajinya, atau yang akan diwasiatkan, atau amanatnya, atau barang yang
digadaikan, atau barang baru yang diperoleh sebab terbunuhnya dia, atau
kecelakaan berupa santunan ganti rugi.

Dalam ayat (1) pasal 3 undang-undang no. 19 tahun 2002 menyebutkan .
bahwa hak cipta dianggap sebagai harta bergerak. Kemudian ayat (2)
menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya
maupun sebagian karena Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian tertulis atau
Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian maka hak cipta adalah termasuk harta waris yang dapat
diwariskan dari pewaris sebagai pemegang hak cipta tersebut kepada ahli
warisnya, setelah hak-hak pewaris terpenuhi.

Hak cipta lagu merupakan harta immateriil, yang dapat menghasilkan nilai
komersial. Pemegang hak cipta akan mendapatkan royalti atas lagu karyanya
tersebut jika lagunya dipergunakan oleh pihak ketiga untuk keperluan komersial.

Royalti merupakan uang jasa atau kompensasi yang dibayarkan oleh orang
(perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang

mempunyai hak paten atas barang tersebut.
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Ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta
yang termuat dalam ketentuan undang-undang hak cipta yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.

2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak
dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan
judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan
mempertahankan keutuhan atau integritasnya).

Hak yang dapat dialihkan atau dipindahkan itu sekaligus merupakan bukti
nyata bahwa ﬁak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi
undang-undang hak cipta Indonesia, pengalihan hak itu dapat berupa pemberian
izin (lisensi) kepada pihak ketiga. Selanjutnya mengenai moral rights, ini adalah
merupakan kekhususan yang tidak ditemukan pada hak manapun.

Setelah pemegang hak cipta tersebut meninggal dumia maka yang
mendapat royalti atas hak cipta lagu tersebut adalah ahli warisnya dengan syarat-
syarat yang berlaku. Tentang pembagiannya akan disesuaikan dengan bagiannya
masing-masing sesuai dengan ketentuan yang terdapat ayat-ayat waris yang
terdapat dalam al-Qur'an.

Penggunaan karya terscbut bisa digunakan setelah pemilik hak cipta
tersebut meninggal dunia. Sehingga royalti atas penggunaan karya tersebut akan

diberikan kepada ahli warisnya hingga 50 (lima puluh) tahun semenjak pemilik
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hak cipta tersebut meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan pasal 29 Undang-
undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ketika pewaris masih hidup royalti akan diberikan kepada pewaris
(pemegang hak cipta). Setelah dia meninggal dunia, royalti tersebut diberikan
kepada ahli warisnya. Dengan demikian, maka peralihan hak dari seseoseng yang
sudah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya ini sesuai dengan syarat
dalam kewarisan Islam yaitu:

1. Meninggalnya pewaris; dalam hal ini pemegang hak cipta telah meninggal
dunia.

2. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia,

3. Adanya harta waris (¢irkal), dengan adanya peraturan masa berlaku hak cipta
hingga 50 tahun setelah pemegang hak cipta meninggal dunia, maka royalti

dari hak cipta tersebut termasuk harta waris (¢irkah).



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Hak cipta merupakan hak yang bersifat khusus yang diberikan undang-

undang kepada pencipta .dan merupakan benda bergerak. Sebagai harta
bergerak, hak cipta dapat diperalihkan kepada orang lain, baik seluruhnya
maupun sebagian. Hal ini sesuai dengan pasal 3 dan 4 Undang-undang No. 19
tahun 2002 tentang hak cipta. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa hak cipta
dapat beralih atau dialihkan, baik scluruhnya maupun sebagian karena
pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Menurut hukum Islam royalti yang didapatkan dari penggunaan hak cipta"
oleh orang lain ini dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak cipta tersebut
karena termasuk harta sehingga royalti juga termasuk ar-firkah atau harta
peninggalan pewaris yang akan beralih kepemilikannya kepada ahli waris,
setelah orang yang mempunyai hak cipta meninggal dunia. Dan ini sesuai
dengan syarat dalam kewarisan Islam yaitu meninggalnya pewaris, hidupnya

ahli waris dan adanya harta waris (#irkah).

71
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B. Saran

1.

Perlu diadakannya sosialisasi tentang pentingnya hak cipta atas lagu dengan
mendaftarkan hasil karya cipta / lagu ciptaan dari pencipta lagu untuk
mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, sehingga jika lagunya
digunakan oleh pihak lain maka pemilik hak cipta akan mendapatkan royalti.

Bagi masyarakat umum yang mempunyai karya sendiri, yang masih belum
didaftarkan maka diharapkan untuk segera didaftarkan untuk menghidari
terjadinya sengketa dikemudian hari.

Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi yang
berkeinginan untuk meneliti tentang hak cipta, masih banyak permasalahan
yang ditimbulkan oleh hak cipta ini, masalah hak cipta merupakan sesuatu
hal yang sangat pelik karena merupakan hal baru yang masih belum banyak

orang yang memperhatikannya.
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